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PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
Nomor 2¢ Tahun 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS

Menimbang

Mengingat

KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS

bahwa untuk memenuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung
Mas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf “a”, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunung Mas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); k
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5034);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002, tentang
Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5317);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993
tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan
Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempel, Karoseri dan
Bakmuatan serta komponennya,;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 96);



3

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN GUNUNG MAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1.

A

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

Dinas/Kantor adalah Lembaga penyelenggara atau Instansi yang bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dan
penilaian teknis kendaraan bermotor sesuai peraturan perundangan yang
berlaku;

Kepala Dinas/Kantor adalah Kepala Lembaga penyelenggaraan atau Instansi
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan
bermotor dan penilaian teknis kendaraan bermotor sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis
yang berada pada kendaraan itu;

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-
rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil
penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang
pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang
khusus;

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang
seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik
oleh kendaraan bermotor; l
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Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan penariknya;

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, mobil penumpang
umum,mobil bus,mobil barang,dan kereta gandengan, kereta tempelan, dalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum
dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal;

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala
adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap
setiap mobil angkutan umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan
kereta tempelan;

Sertifikat Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan
Darat sebagi bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe;

Sertifikat Uji Tipe Landasan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen
Perhubungan sebagai bukti bahwa tipe landasan kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah
lulus uji tipe;

Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh
penanggung jawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau pengimporan
sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan memiliki sertifikat
uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Surat Keterangan lulus uji tipe landasan adalah surat keterangan yang
diterbitkan oleh penanggung jawab pembuatan dan/atau perakit dan/atau
pengimpor kereta gandengan, kereta tempelan, dan/atau kendaraan khusus
yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis
sama/sesuai dengan tipe landasan kendaraan yang telah disahkan dan
memiliki sertifikat uji tipe landasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Tanda Lulus Uji Tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh pananggung jawab
pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan ditempelkan secara
permanen pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan/atau kendaraan khusus yang tipenya telah disahkan dan
memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Tanda pengenal pabrik pembuatan kendaraan adalah tanda pengenal pabrik
pembuat kendaraan, berupa tulisan dan/atau simbul dan/atau gambar yang
menunjukkan identitas pembuat, merk dan tipe kendaraan yang
bersangkutan;

Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji berkala berbentuk buku yang
berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap mobil umum, mobil bas, mobil
barang, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus; Q
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Tanda lulus uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat yang berisi data
hasil pengujian setiap mobil umum, mobil bas, mobil barang, kereta
gandengan, dan kereta tempelan;

Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji yang dicantumkan pada sisi kiri
dan/atau sisi kanan kendaraan yang berisi data masa berlaku uji dan data
teknis kendaraan;

Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi
untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar
tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diperbolehan menurut rancangannya;

Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum
rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehan
menurut rancangannya;

Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor
berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;

Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian
kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas
jalan yang dilalui;

Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi
teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai
dengan jenjang kualifikasinya;

Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan
jalan, antara lain mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta
gandengan, dan kereta tempelan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis
kendaraan bermotor mempunyai maksud sebagai berikut :

a.

Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan
kendaraan bermotor di jalan;

. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan
oleh emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan;

Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang Pengujian
Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka

penilaian teknis sebagai berikut:

diperlukan persyaratan umum pengujian berkala kendaraan bermotor daxl
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a. Pengujian dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah
ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;

b. Hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan;

c. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik
secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu
dalam kondisi layak pakai;

d. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;

e. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding
dengan jumlah kendaraan wajib uji pada wilayah pelayanan yang
bersangkutan.

Pasal 4

Dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), maka :

a. Pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor harus dilengkapi
dengan papan informasi yang ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah
dan dapat dibaca setiap saat oleh pemohon yang memuat kegiatan pengujian
kendaraan bermotor;

b. Setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan
tanda kualifikasi teknis penguji;

c. Jumlah dan kualifikasi tenaga penguji diupayakan sebanding dengan jumlah
kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian.

BAB 1III
PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pengujian Berkala Bermotor

Pasal 5

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang secara
operasional dilakukan oleh Dinas/Kantor Perhubungan.

Pasal 6

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan
kereta tempelan yang beroperasi dijalan wajib untuk melakukan uji berkala.

Pasal 7

1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan pada unit
pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah dimana kendaraan tersebut
berdomisili;

2) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memasang papan informasi yang memuat besarnya biaya
yang dipungut dan prosedur pelaksanaan pengujian berkala;
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Papan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipasang secara
permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh tenaga penguji dengan menggunakan peralatan
pengujian yang tersedia;

Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipelihara,
dirawat dan dikalibrasi secara periodik;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Lokasi Tempat Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 9

Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap
dan/atau tidak tetap;

Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tetap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Terletak pada daerah yang dapat dijangkau oleh pemilik kendaraan;
b. Luas areal tanah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;
c. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala yang bersifat tidak tetap (pengujian
keliling) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperbolehkan apabila :

a. Jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah;
dan/atau

b. Kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat
tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan uji berkala.

Bagian Ketiga
Fasilitas dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pasal 10

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang
bersifat tetap dan fasilitas pada lokasi yang bersifat tidak tetap;

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) terdiri dari :

a. Bangunan beban kerja;
b. Bangunan gedung untuk generator set,

c. Kompresor dan gudang; @
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d. Jalan keluar-masuk;

o

Lapangan parkir;

f. Bangunan gedung administrasi;
g. Pagar;
h. Fasilitas penunjang untuk umum,;

Fasilitas listrik;

[

j- Lampu penerangan;

k. Pompa air dan menara air.

3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus;

Pasal 11

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap
berupa areal tanah yang permukaannya rata dengan luas sebanding dengan
kebutuhan.

Pasal 12

1) Peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan
pengujian lengkap dan pengujian keliling;

2) Peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor lengkap dan dasar dipasang
dan di gunakan pada lokasi pengujian yang bersifat tetap;

3) Peralatan pengujian keliling sebagimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan
pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada
kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 13

1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
meliputi :

a. Alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi
teknis bagian bawah kendaraan;

b. Alat uji rem;
c. Alat uji lampu utama;
d. Alat uji speedometer;

e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro
karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;

f. Alat pengukur berat;
g. Alat uji kincup roda depan (side slip tester);
h. Alat pengukur suara (sound level meter);

ot o
.

Alat pengukur dimensi;
Alat pengukur tekanan udara;

s

[\

k. Alat uji kaca;
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1. Kompresor udara;
m. Generator set;

n. Peralatan bantu (meteran, penggaris, benang, batu bandul, kapur tulis dll).

Peralatan pengujian dasar sebagimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
meliputi :

a. Alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi
teknis bagian bawah kendaraan bermotor;

o

Alat uji rem;

Alat pengukur berat,;

& @

Alat pengukur dimensi;

@

Alat pengukur tekanan udara;

f. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro
karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;

g. Kompresor udara;
h. Generator set;

i. Peralatan bantu (meteran, penggaris, benang, batu bandul, kapur tulis dll).

Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)
meliputi :

. Alat uji rem;

a
b. Alat pengukur berat;

0

Alat pengukur dimensi;

e

Alat pengukur tekanan udara;

e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro
karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;

f. Kompresor udara;
g. Generator set;

h. Peralatan bantu (meteran, penggaris, benang, batu bandul, kapur tulis dll).
Pasal 14

Peralatan pegujian lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap
apabila jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 4.000 (empat ribu) unit atau lebih;

Peralatan pegujian dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
dipasang dan digunakan pada mencapai antara 2.000 (dua ribu) sampai dengan
4.000 (empat ribu) unit;

Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)
digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap apabila
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) telah terpenuhi.

¢
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Bagian Keempat

Tenaga Penguji

Pasal 15

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 poin 8 dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki
kualifikasi teknis;

Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan
berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

Pasal 16

Setiap tenaga penguji yang dinyatakan telah memenuhi kualifikasi teknis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) harus memiliki sertifikat dan
tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya dari Dirjen
Perhubungan Darat;

Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan
bermotor, tenaga penguji berwenang :

1. Menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah
mengajukan permohonan pengujian berkala kendaraannya;

2. Menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau
belum lengkap;

Melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor;
Melakukan penilaian dan/atau penetapan lulus uji atau tidak lulus uji;

Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;

L

Menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang
diuji;

7. Mencabut pengesahan tanda Iulus uji apabila kendaraan yang
bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau
mengalami kecelakaan;

8. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik kendaraan apabila terjadi
penyimpangan, kerusakan dan lain-lain sehingga kendaraan tidak laik
jalan;

9. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadinya kecelakaan sepanjang
menyangkut kelaikan jalan dan menjadi saksi ahli dalam persidangan di
Pengadilan Negeri;

10. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak pemilikan
kepada Dinas/Kantor, Instansi, Badan Hukum Pemerintah atau Swasta
yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;

11. Menetapkan dan mengesahkan hasil uji dinyatakan berlaku selama 6
(enam) bulan. Q
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Pasal 18

Kewenangan Tenaga Penguji yang telah memiliki Tanda Kualifikasi Teknis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat dicabut apabila :

a. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa
instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan
tugasnya;

b. Melaksanakan tugas sebagai tenaga penguji, menyimpang dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas penunjang
lainnya;

d. Tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

e. Dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghidari kegiatan-
kegiatan wajib yang harus diikuti oleh tenaga penguji;

f. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan
sesuatu tidak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara
setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih
berat;

g Tenaga penguji untuk maksud-maksud tertentu, dengan sengaja tidak
memasang/mengenakan  tanda  kualifikasi penguji, pada waktu
melaksanakan tugasnya.

Dalam hal kewenangan tenaga penguji yang dicabut dengan alasan-alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga penguji tersebut :

a. Sejak tanggal dicabut kewenangannya, yang bersangkutan dinyatakan bukan
sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak dan
wewenang untuk menguji;

b. Harus segera menyerahkan kembali tanda kualifikasi teknisnya kepada
Direktur Jenderal Perhubungan darat atau pejabat yang ditunjuk.

Tenaga penguji yang kewenangannya dicabut karena alasan-alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “a”, huruf “ dan huruf “g”, maka
tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) juga dikenakan sanksi tambahan berupa :

a. Tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor;
b. Tidak boleh dicalon kembali sebagai tenaga penguji kendaraan bermotor
Tenaga penguji diarahkan kepada jabatan fungsional dan diberikan tunjangan;

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dalam
keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN FASILITAS DAN PERALATAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 19

Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor menjadi
tanggung jawab Pemerintah;

|
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2) Pembangunan fasilitas dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Kantor
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan secara bertahap;

(2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan pada skala prioritas yang dikaitkan dengan kondisi Daerah;

(3) Penetapan skala prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dengan mempertimbangkan :

a. Jumlah kendaraan wajib uji;
b. Luas wilayah,;

c. Tersedianya tanah yang ditetapkan sebagai lokasi tempat pelaksanaan uji
berkala kendaraan bermotor sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan fasilitas dan peralatan uji
berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 21

Pelaksanaan pengujian berkala mobil penumpang umum, mobil bus,mobil barang,
kereta gandengan dan kereta tempelan di bedakan menjadi :

a. Pengujian berkala pertama kali;

b. Pengujian berkala ulang.
Pasal 22

1) Pelaksanaan pengujian berkala pertama kali sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 huruf “a” meliputi kegiatan :

a. Penerbitan surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
b. Pencatatan identitas kepemilikan kendaraan pada kartu induk;

c. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara
permanen pada rangka landasan kendaraan;

d. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;

e. Melakukan penilaian teknis, perhitungan muatan yang diijinkan, berat
muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan dan petetapan
lainnya.

2) Pelaksanaan pengujian berkala ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
huruf “b” meliputi kegiatan :

a. Pemeriksaan administrasi;

b. Pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan dan peralatan kendaraan; \
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c. Pengesahan hasil uji;
d. Pengetokan dan penyegelan tanda uji;

e. Pengecatan tanda samping.
Pasal 23

Setiap mobil angkutan umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan,
kereta tempelan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya
surat tanda nomor kendaraan, wajib didaftarkan untuk mendapatkan
penetapan pelaksanaan pengujian berkala;

Sebagai tanda pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan
Pengujian (SKPPP);

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan sekurang-
kurangnya memuat keterangan mengenai :

a. Berat kosong kendaraan,;

b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk
kendaraan bermotor tunggal;

c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang
diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan dan jumlah berat kombinasi yang
diijinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkai dengan kereta
gandengan atau kereta tempelan;

d. Daya angkut orang dan/atau barang;
e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Bentuk surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 24

Permohonan pengujian berkala pertama kali diajukan ke Dinas/Kantor dengan
melampirkan :

a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

o

Tanda jati diri pemilik;

A

Sertifikat Uji Tipe dan/atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu
Karoseri;

e. ljin Prinsip bagi kendaraan angkutan penumpang;
f. Foto copy ljin Usaha Angkutan.

Permohonan pengujian berkala ulangan diajukan ke Dinas/Kantor selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir dengan
melampirkan :

a. Buku uji dan tanda uji yang lama;
b. Tanda jati diri pemilik;
c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

d. Foto copy ljin Trayek bagi kendaraan angkutan penumpang umum; h
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e. Foto copy Kartu [jin Usaha Angkutan,;
f. Foto copy ljin Bongkar Muat.

Bentuk Surat Permohonan Pengujian Berkala sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 25

Permohonan pengujian berkala ditolak apabila persyaratan sebagaimana
tersebut dalam pasal 24 ayat (1) atau pasal 24 ayat (2) tidak terpenuhi;

Apabila persyaratan permohonan pengujian berkala sebagaimana tersebut
dalam pasal 24 ayat (1) atau pasal 24 ayat (2) terpenuhi, petugas penguji
melakukan pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan dan peralatan teknis
kendaraan lainnya dengan mencantumkan hasil pemeriksaan dalam Berita
Acara Hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Bentuk Berita Acara Hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 26

Sebagai bukti kendaraan dinyatakan telah lulus uji berkala, maka dilakukan
pengesahan hasil uji dengan kegiatan :

a. Pengesahan buku uji;
b. Pengetokan tanda uji;
c. Pengecatan tanda samping.

Pengesahan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “a” dilakukan
dengan mengisi masa berlaku uji dan penandatangan hasil uji oleh petugas

penguji yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Pengetokan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ” b”
dilakukan dengan mencantumkan nomor kendaraan, nomor uji kendaraan dan
masa uji pada tanda uji dan dipasang pada tanda nomor kendaraan atau pada
bagian kendaraan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Pengecatan tanda samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “c”
dilakukan dengan mencantumkan masa berlaku uji dan ketentuan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus wuji, petugas penguji wajib
memberitahukan secara tertulis dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban
Perbaikan Kendaraaan Bermotor dengan mencantumkan :

a. Identitas kendaraan;
b. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;

c. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
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Pasal 28

Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru
dan tidak dipungut biaya uji lagi;

Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan
menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas pengujian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1);

Apabila hasil pengujian ulang sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) ternyata
tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan
uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai
pemohon baru.

Pasal 29

Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dapat mengajukan permohonan
keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan;

Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji
yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam
memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan,
mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut;

Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera
memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak
dikenakan lagi biaya uji;

Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji,
pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan
keberatan.

BAB VI

PROSEDUR MUTASI, NUMPANG UJI DAN
PERUBAHAN BENTUK/STATUS DAN JENIS KENDARAAN

Pasal 30

Dinas/Kantor dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji
yang berdomisili di luar daerah setelah mendapat ijin dari daerah dimana
kendaraan tersebut berdomisili;

Pemilik kendaraan dapat memutasikan atau melaksanakan pengujian di derah
lain serta dapat mengubah status dan jenis kendaraannya.

Pasal 31

Mutasi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2)
dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Dinas/Kantor;

Jjin mutasi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan cara pemilik/pemegang kendaraan mengajukan permohonan
kepada Dinas/Kantor dengan melampirkan : l
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a. Buku Uji;

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c. Surat keterangan fiskal antar daerah;
d. Kartu Induk Pengujian.

Permohonan Ijin mutasi kendaraan wajib wuji dikabulkan apabila
pemilik/pemegang kendaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana
tersebut dalam ayat (2), dengan mengeluarkan Surat Keterangan Mutasi
Kendaraan;

Surat keterangan mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
disampaikan kepada Dinas/Kantor atau instansi terkait untuk proses lebih
lanjut;

Pasal 32

Pengujian berkala kendaraan wajib uji di daerah lain sebagaimana dimaksud
dalam pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat iin dari
Dinas/Kantor;

Ijin pengujian berkala kendaraan di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan cara pemilik/pemegang kendaraan mengajukan
permohonan kepada Dinas/Kantor dengan melampirkan:

a. Buku Ujj;
b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Permohonan pengujian berkala kendaraan di daerah lain dikabulkan apabila
pemilik/pemegang kendaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana
tersebut dalam ayat (2), dengan dikeluarkan Surat Keterangan Numpang Uji
Kendaraan;

Surat keterangan numpang uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) disampaikan kepada Dinas/Kantor atau instansi terkait untuk proses lebih
lanjut;

Surat keterangan numpang uji kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diberikan untuk 1 (satu) kali pengujian berkala;

Pasal 33

Perubahan bentuk/status dan jenis kendaraan bermotor, mobil penumpang
umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dilakukan apabila pemilik/
pemegang kendaraan mengajukan permohonan perubahan bentuk/status dan
jenis kendaraan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan :

a. Buku uji;

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

c. Foto copy jati diri pemilik kendaraan;

d. Membawa kendaraannya ke Unit Pelaksana uji berkala.

Tenaga penguji melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan dengan
melampirkan hasil pemeriksaan dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis; Q‘



17

3) Apabila perubahan bentuk/status dan jenis kendaraan telah sesuai dengan
persyaratan prototipenya, Dinas/Kantor mengeluarkan Surat Keterangan

Perubahan Bentuk Status dan Jenis Kendaraan;

4) Khusus untuk perubahan bentuk/status menjadi Kendaraan I?.enumpang
Angkutan Umum, pemohon wajib melampirkan persyaratan Ijin Trayek

Angkutan Penumpang Umum.
BAB VII
BUKU UJI, TANDA UJI BERKALA DAN TANDA SAMPING
Pasal 34

1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, k.ereta gandengan
dan kereta tempelan yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti
lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji berkala;

2) Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

memiliki unsur-unsur pengamann.

Pasal 35

1) Buku uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus dilegitimasi dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang;

2) Masa berlaku lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal
16 ayat (1) harus dicantumkan dalam buku uji dan ditanda tangani oleh
petugas penguji yang berwenang;

3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan/atau mengesahkan buku uji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 36
Buku uji dinyatakan tidak berlaku lagi dan/atau dicabut apabila :
a. Sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak melaksanakan pengujian
kembali;

b. Melakukan perubahan dan/atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas
buku uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan
maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak
sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 37

1) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) berisi data

rrg:ngenai Kode wilayah pengujian, Nomor uji kendaraan dan Masa berlaku lulus
uji;

2) Penggunaan warna dan bahan spesifikasi teknis Tanda Uji Berkala disesuaikan
dengan petunjuk dari Dirjen Perhubungan Darat;

3) Pemasangan Tanda Uji Berkala harus dipasang dan disegel pada tanda nomor
kendaraan atau pada tempat yang permanen pada kendaraan.

Pasal 38

1) Setiap angkutan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta
gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan Iulus uji dan

1
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memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat
(1), harus dilengkapi dengan tanda samping;

Tanda samping kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

a. Berat kosong kendaraan;

b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan untuk
kendaraan bermotor tunggal;

c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang
diperbolehkan, jumlah berat yang diijinkan, dan jumlah berat kombinasi
yang dijjinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta
tempelan atau kereta gandengan;

d. Daya angkut orang dan barang;
e. Masa berlaku uji kendaraan;
f. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Tanda samping kereta gandengan dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

a. Berat kosong kereta gandengan atau kereta tempelan;

b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diijinkan;
c. Daya angkut barang;

d. Masa berlaku surat dan tanda uji;

e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan spesifikasi
teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat.

BAB VIII
PENILAIAN TEKNIS

Pasal 39
Setiap Instansi, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Perorangan dapat
mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;

Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan untuk keperluan :

a. Pelelangan kendaraan milik Dinas/Instansi/Lembaga;

b. Peremajaan kendaraan angkutan penumpang umumn.
Pasal 40

Permohonan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
ayat (1) diajukan oleh Pemilik/pemegang/kuasa kendaraan kepada Bupati
melalui Dinas/Kantor dengan melampirkan :

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
b. Buku Uji bagi kendaraan Angkutan Umum;
c. Bukti Pelunasan Biaya Penilaian Kondisi Teknis;

d. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan milik
Instansi/Badan/lembaga pemerintah. t

/
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2) Permohonan penilaian kondisi teknis ditolak apabila persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi;

3)

Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Petugas Penguji melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan;

Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a.

5o oo Qo

b o

BAB IX
BIAYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 41

Mobil Bus

- Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah ............. Rp.
- Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 25 buah ......... Rp.
- Kapasitas tempat duduk di atas 25 buah ............ooeeeinnee Rp.
Mobil Barang

-JBB s/d 3.500 Kg ...ouiiiiiiiiiiiiieiii Rp.
-JBB 3.501 Kg s/d 8.000 Kg ...cocvvvivmeiniiiiiiiiniiiiniiiinnes Rp.
-JBB 8.001 Kg s/d 14.000 Kg .....ccoevniiniiiiiiiiniiniinnnn. Rp.
-JBB diatas 14.000 K@ ...cvuvniiiiminiiiiiiiieicciiicnee e Rp.
Mobil Penumpang Umum

-Roda 4 (EMPAL) .covceeeeiimrmeimrsisrrraniressenssssinsasisiisasessrsssnsans Rp.
-ROAA 3 (HZA) «evvevvenenreriiniiiirierierierierieeiaei ettt aaae Rp.
Kereta Gandeng atau Tempelan ........c.oeoveeniiiniiiiiinin. Rp.
Kereta Tempel .....coovvviiiiiiininininininnnn. et ereaeeeeneieneaaeneaen Rp.
Eendaramr FKHIIBUES v, v smrvevess vemsmvastins obsbaasmss s 55 55 esaasass s soses Rp.
Kendaraan Penumpang Pribadi (hanya Uji Emisi) ................ Rp.
Kendaraan Roda 2 (dUa) ......ceuceerecmeiinincniiiniinecrniiciinciosenees Rp.
Tarif Jasa ketatausahaan (leges) :

- Formulir Permohonan / Pendaftaran .............cccocoiiiiinnnnen. Rp.
- Pembuatan atau Pergantian Buku Uji ......cooviiinin. Rp.
- Plat Uil (pevgatitian] ..o s sosscmmnias s s ssomsmenns s s vsammmpess s spwsnsmea s Rp.
- Tanda Samping / Stiker Uji ......cooviniiiiiiiiiniie Rp.
- Surat Keterangan Numpang Uji .......cceeviiiiiiiininininnenennn. Rp.
Tarif Penghapusan Kendaraan :

Y (6] o311 = 10 T N O TP Rp.
= MODIL BATATIE .. vevvveensesrnsmommncnenonsmamnnton sesnsibsnssmss 55 » srmiammsssss Rp.
- Mobil Penumpang Umum ......ccceiiiiiiiiiiininin e, Rp.
- Kereta Gandeng atau Tempelan .............ccoeveviiiiiiaiiinn.. Rp.
- Kendaraan KIUSUS .........cevveieieierieieereeaeeeeesanaeaaaananeeeeenenes Rp.

75.000,-
100.000,-
125.000,-

75.000,-
100.000,-
150.000,-
175.000,-

50.000,-
45.000,-
100.000,-
100.000,-
100.000,-
25.000,-
75.000,-

5.000,-
50.000,-
30.000,-
50.000, -
50.000,-

100.000, -
100.000,-
100.000, -
100.000,-
100.000,-
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k. Tarif Pengujian Ulang :

~ TIOBIL BBULE snmemsnas oo o ommsksias s §5 ismmmonsas s + s bARESUHSFLE € 3y prmemmnss 4 s EumSES Rp. 50.000,-
= MODI] BATAILE +rveeeevvnerrmnarnnnseenanrernssseiesssnnnasnre e seesenes Rp. 50.000,-
- Mobil Penumpang UMUIML ......ccoiimiiesimeimmneeeeeneees Rp. 50.000,-
- Kereta Gandeng atau Tempelan .........ccccoeeeierminenrneeen.s Rp. 50.000,-
- Kendaraan KBUSUS ...ocoveeiuniirmmeneenrimrimncesnnseeeeseees Rp. 50.000,-

2) Setiap keterlambatan pengujian berkala berikutnya bagi kendaraan wajib uj%
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi
administrasi sebesar 100% dari jumlah biaya pengujian.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN

Pasal 42

Untuk menjamin agar setiap mobil angkutan umum, mobil bus, mobil barang,
kereta gandengan dan kereta tempelan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan, Dinas/Kantor mengadakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor;

Pasal 43

1) Pembinaan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilakukan
dengan memberikan  bimbingan dan/atau  petunjuk agar  setiap
pemilik/ pemegang kendaraan selalu menjaga dan memelihara kondisi teknis
kendaraannya dengan melakukan perbaikan dan/atau perawatan kendaraan
untuk memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan;

2) Perbaikan dan/atau perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilaksanakan pada bengkel umum kendaraan yang telah terdaftar pada
Dinas/Kantor;

3) Perbaikan dan/atau perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dinyatakan dalam surat keterangan untuk melaksanakan perbaikan
dan/atau perawatan pada bengkel umum kendaraan yang ditunjuk oleh
Dinas/Kantor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Gunung Mas yang
telah diterbitkan sebelumnya yang isinya bertentangan dan/atau telah diatur
dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam
Peraturan tersendiri mengenai teknis pelaksanaannya dan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Dinas/Kantor. Q

i
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Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Bupati ini dengan penetapannya dalam

memerintahkan pengundangan Peraturan
Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun

Pada tanggal 2013
PARAF KOORDINASI ) e as,
i WAKIL BUPATI | T
;Jl‘zéxb/’;mwé] ' SEKDA l /
7. | ASISTEN, Il I |
TKABAGwews | At AMBJT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

T. IAR

BERITA DAE KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

L L B e

® N

Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;

Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas;

Unsur Muspida Kabupaten Gunung Mas;

Para Asisten pada Setda Kabupaten Gunung Mas,;

Para Kepala Dinas/Kantor, Badan, Lembaga di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas;

Para Kepala Bagian pada Setda Kabupaten Gunung Mas;

Camat se-Kabupaten Gunung Mas;

Arsip.
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